‘5 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 086/KP.01/KH-02/04/2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 008/KP.01/KH-02/01/2023 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PNS
DAN PELAKSANA NON PNS PANITIA PEGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DUSUN TIMUR TAHUN 2023
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan
wewenang Panitia Pengawas Pemillhan Umum Tingkat
Kecamatan dalam Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun
2024, maka perlu ditetapkan Pelaksana PNS dan Non PNS
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pematang
Karau Tahun Anggaran 2022;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:
299/KU.01.00/KH/11/2022 tentang Penetapan Kepala
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-
Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf “a” dan
“b” perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur
tentang Penetapan Pelaksana PNS dan Pelaksana Non PNS
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pematang
Karau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noinor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);




S. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan
Umum;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Peraturan

9. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2022;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan
Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
(SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-
115.01.2.686395/2023 tanggal 30 November 2022;

2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022,
tanggal 9 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam
Pemilu Serentak 2024;

3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Nomor : 019/KU.01.00/KH/01/2023
Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran
2023,

4. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Dusun Timur Nomor : 010/HM.03.02/K.KH-02/03/2023
tanggal 31 Maret 2023 tentang Usulan Pergantian Tenaga
Pendukung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dusun Timur;

5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Dusun Timur Nomor : 021/HM.03.02/K.KH-
02.01/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Surat
Pengunduran Diri Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) an. WHIZ
WILLY VICTORY kemudian diganti dengan an. FRIADY, A.Md
dan tentang Surat Pengunduran Diri Tenaga Pendukung
(Keamanan) an. FREDIANTO. W kemudian diganti dengan an.
JOKO SATRIO.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Barito Timur




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan Pertama Surat
Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 086/KP.01/KH-
02/04/2023 Tentang Penetapan Pelaksana PNS dan Pelaksana

Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun
Timur;

PERTAMA : Mengubah lampiran Pertama Surat Keputusan Koordinator
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Timur Nomor : 008/KP.01/KH-02/01/2023 Tentang
Penctapan Pelaksana PNS dan Pelaksana Non PNS
Kecamatan Dusun Timur Tahun 2023, yang semula : an. WHIZ
WILLY VICTORY, S.Kom sebagai Staf Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Selanjutnya diubah menjadi :
an. FRIADY, A.Md sebagai Staf Divisi Penanganan Pelanggaran
dan Penyelesaian Sengketa.

Serta, FREDIANTO.W sebagai Tenaga Pendukung

Selanjutnya diubah menjadi : JOKO SATRIO sebagai Tenaga
Pendukung.

KEDUA : Hal-hal lain tetap berlaku sebagaimana dimaksud Surat
Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Timur Nomor : 008/KP.01/KH-02/01/2023
Tentang Penetapan Pelaksana PNS dan Pelaksana Non PNS
Kecamatan Dusun Timur Tahun 2023;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 April 2023 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Tamiang Layang.
Pada tanggal : 03 April 2023.

\ATANG JU.P

: Penata/TK. /d)
NIP. 19860 01001 1 013
Salinan Keputusan ini disampaikan : Kepada.,

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Yth. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
Yth. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;

Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Timur di Tamiang Layang;
Yth. Camat Dusun Timur di Tamiang Layang;

Yang bersangkutan;

Arsip.

®NOGA LN
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Lampiran

Barito Timur.

Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Nomor 086,/KP.01/KH-02/04/2023
No NAMA JABATAN DIVISI
1. | KELI MALASARI, S.AP .
NIP. 19801115 200701 2 011 | Pelaksana PNS Sekretariat
Sumber Daya Manusia,
Pelaksana Non Organisasi, Pendidikan,
% | IS ACLUNEASE PNS Pelatihan, Data dan Informasi
Pelaksana Non Hukum, Pencegahan, Partisipasi
3. | SRY REJEKI, SE p]qu = Masyarakat dan Humas
Penanganan Pelanggaran dan
4. | FRIADY, A.Md IP;;lgk sana:Non Penyelesaian Sengketa
5. | APRINAWATI g‘;ﬁgﬁmng Pramubakti
6. | JOKO SATRIO };‘;ﬁgﬁmg Keamanan

https://jdih.bawaslu.go.id

Dltetapka_n di :Tamiang Layang
April 2023

. T’

R BUTAR, SH

N Pefrata TRY(MI/d)
NIP. 19860305201001 1 013
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